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Keadilan pada umumnya berkonotasi dengan penegakan hukum, dan keadilan harus ditegakkan 
dalam setiap kehidupan manusia. Tidaklah adil hanya menempatkan keadilan pada satu sisi dan 
menghilangkannya pada sisi lain, begitu juga tidaklah adilhanya menempatkan keadilan pada sekelompok 
orang sementara pada yang lainnya tidak. Guna mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek dibutuhkan 
hukum dan perlakuan serta prosedur yang adil pulapada siapapun. 





Justice in general connotes law enforcement, and justice must be upheld in every human life. It 
is not fair to just place justice on one side and eliminate it on the other, so it is also not fair to place 
justice on one group of people while another does not. In order to realize justice in various aspects, it 
requires law and fair treatment and procedures for anyone. 
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1. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
tegas menyatakan tujuan yang hendak 
dicapai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 
Guna mewujudkan tujuan tersebut 
di atas, “pemerintah diberikan kewenangan 
untuk ikut campur tangan dalam segala 
lapangan kehidupan masyarakat”, salah 
satunya adalah dalam bidang penegakan 
hukum. Campur tangan pemerintah ini 
sebagai bagian dari tugas pelayan 
masyarakat (public service), yaitu “tugas 
pemerintah tidak hanya dibidang 
pemerintahan saja, melainkan juga 
melaksanakan kesejahteraan sosial dalam 
rangka mencapai tujuan negara yang 
dijalankan melalui pembangunan nasional”. 
Guna melaksanakan tujuan 
pembangunan nasional, hukum memiliki 
peranan yang teramat penting. “Isi hukum 
adalah ketentuan tentang pengaturan 
penciptaan kesejahteraan negara”. Tanpa 
adanya hukum dapat dipastikan tujuan 
Negara Indonesia  tidak akan pernah 
tercapai. “Masyarakat sendiri juga dibangun 
diatas fondasi hukum”. 
Hukum harus dijadikan sebagai 
panglima guna mencapai ketertiban sosial 
dan keadilan sosial. Hukum merupakan 
prasarana mental masyarakat untuk 
mengaktualisasikan potensi kemanusiaan 
dan naluri sosial guna dapat berkehidupan 
secara aman dan bermartabat. Melalui 
hukum, negara memberikan fasilitas untuk 
beraktifitas secara benar. Hukum harus 
menjamin terciptanya keadilan sosial bagi 
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2. METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah melalui studi 
lapangan dengan mengumpulkan data di 
beberapa instansi hukum dan dari sumber 




3.1. Perlakuan Yang Sama Dihadapan 
Hukum 
  Hukum dibutuhkan untuk 
menegakkan kebenaran dan keadilan (truth 
and justice), terutama untuk menegakkan 
keadilan bagi semua pihak yang dapat 
diartikan memberikan sesuatu kepada yang 
berhak atau menempatkan sesuatu pada 
tempatnya, hokum dan keadilan adalah dua 
konsep yang berbeda, hukum yang 
dipisahkan dari keadilan merupakan hokum 
positif. 
 “Apabila keadilan itu kemudian 
dikukuhkan ke dalam institusi yang 
namanya hukum, maka, seperti telah 
diuraikan di muka, institusi hukum itu harus 
mampu untuk menjadi saluran agar 
keadilan itu dapat diselenggarakan secara 
seksama dalam masyarakat”. 
  Melepaskan hokum dari keadilan 
cukuplah sulit dan bukan hal yang gampang 
karena secara politis akan terkait dengan 
bagaimana menciptakan hokum sebagai 
sebuah keadilan,  sementara itu konsep 
keadilan bagi semua orang tidaklah sama. 
Jika keadilan dimaknai sebagai sebuah 
kebutuhan maka akan tergambar 
kebahagiaan semua orang menunjukkan 
keadilan bagi semuanya. “Karena itu 
keadilan sosiala dalah kebahagiaan sosial”. 
Dasar hukum pemberian keadilan adalah 
hak yang dimiliki, baik terkait dengan hak 
yang melekat sebagai individu  manusia 
maupun hak yang muncul karena adanya 
hubungan hokum dalam kehidupan 
bermasyarakat, 
Salah satu ciri dari faham negara 
hukum adalah tiada seorangpun karena 
ketidakmampuannya kehilangan haknya 
untuk memperoleh keadilan. Hukum 
memperlakukan sama kepada siapapun dan 
apapun kekuasaanya. Melalui Pasal 28D 
Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
tegas dinyatakan “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama dihadapan hukum”. Negara 
memberikan pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang 
adil bagi setiap orang tanpa membedakan 
suku, agama atau kedudukan derajat 
hidupnya, termasuk orang miskin yang 
tidak mampu harus mendapatkan akses 
keadilan dengan baik. “Negara turut campur 
dan bertanggung jawab dalam upaya 
mengangkat harkat dan martabat manusia 
sebagai perwujudan perlindungan hukum”. 
“Menemukan dan mencari 
kebenaran menjadi pekerjaan teramat mahal 
di Indonesia”,  padahal pengadilan 
Indonesia adalah pengadilan negara yang 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang diwujudkan dalam paham 
kemanusiaan yang adil dan beradab, 
seharusnya pelaku penegak hukum harus 
bertindak mewujudkan keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
bukan keadilan berdasarkan pemahaman 
yang sempit.  
“Keyakinan akan prinsip 
Ketuhanan Yang Maha Esa harus 
diwujudkan dalam sila kedua Pancasila 
dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin 
perikehidupanh yang adil, dan dengan 
keadilan itu kualitas peradaban bangsa 
dapat terus meningkat dengan sebaik-
baiknya. Karena itu prinsip keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan 
perkembangan peradaban bangsa Indonesia 
di masa depan”. 
“Lembaga-lembaga yang memegang 
amanat untuk menegakkan kebenaran telah 
mengangkangi kebenaran yang hakiki. 
Pengadilan sudah menajdi sandiwara yang 
lucu sampai-sampai tidaka ada lagi yang 
mampu menahan tawa atas setiap putusan 
penagdilan.” 
Persamaan dihadapan hukum harus 
diiringi dengan berbagai kemudahan untuk 
mendapatkan keadilan sebagai sarana 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. 
Marjinalisasi kepentingan telah meng-
akibatkan institusi peradilan kehilangan 
kekuatan dan kepercayaannya di mata 
publik. Lembaga peradilan dianggap tidak 
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mampu untuk menjalankan fungsinya 
dengan baik, sehingga keadilan begitu sulit 
untuk terwujud.  
“Peradilan yang adil sangat sulit 
tercapai apabila para pihak tidak berada 
dalam kedudukan yang setara. Terlebih 
lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan 
hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, 
maupun korban) menjadi objek dan bukan 
subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini 
semakin kompleks jika pihak yang 
berhadapan dengan hukum tersebut 
menyandang status orang miskin (the 
poor)”. 
Akses terhadap kebenaran dan 
keadilan bagi kelompok masyarakat miskin 
dapat dikatakan hanyalah jargon kosong 
karena pada kenyataannya masyarakat 
miskin teramat sering tidak dapat 
menikmati kebenaran dan keadilan dalam 
sistem peradilan. 
“Di satu sisi, akses kaum miskin 
terhadap keadilannya (access to justice) 
rentan terabaikan atau sengaja diabaikan. Di 
sisi lain, akses terhadap keadilan masih 
menjadi salah satu persoalan utama bagi 
banyak orang yang berurusan dengan 
hukum”. 
Masyarakat miskin begitu sulit 
mendapatkan keadilan tanpa adanya campur 
tangan dan bantuan dari negara. Masyarakat 
miskin seringkali mengalami dan 
menyaksikan ketidakadilan dalam 
menggunakan prosedur penyelesaian 
sengketa yang bersifat formalistik, 
diskriminatif, korup, adanya imunitas yang 
dimiliki oleh pejabat tertentu, dan lamanya 
proses penyelesaian sengketa. Faktor-faktor 
semacam ini kemudian menyebabkan kriris 
kepercayaan terhadap badan peradilan.  
Karena sulitnya mendapatkan 
kebenaran dan keadilan khususnya bagi 
masyarakat miskin, maka tak heran kalau 
kemudian lahir pendapat yang menyatakan 
keadilan sudah menjadi barang mewah bagi 
masyarakat miskin. Realitas sosial 
menunjukkan meskipun negara menjamin 
persamaan setiap orang dihadapan hukum, 
namun kenyataannya keadilan tidak dengan 
mudah dapat diwujudkan karena banyaknya 
perbedaan dan kemampuan yang dimiliki 
setiap orang. Padahal, “hukum mempunyai 
tugas yang suci yakni memberi kepada 
setiap orang apa yang berhak diterima”. 
Perbedaan perlakuan misalnya dapat dilihat 
dari perilaku hakim dalam menangani 
perkara. 
“Beberapa perilaku hakim yang 
kerap ditemukan misalnya, sengaja 
memberikan pemberitahuan sidang kepada 
penasihat hukum pada sidang ketiga 
sehingga kesempatan mengajukan eksepsi 
hilang, membatasi eksplorasi pertanyaan-
pertanyaan yang sedang diajukan penasihat 
hukum, mengarahkan terdakwa dalam 
memberikan keterangan dan bentuk 
penyimpangan lain”. 
Perbedaan perlakuan bukan hanya 
terletak pada proses penegakan hukum 
belaka, tetapi lebih dari itu dimulai sejak 
pembuatan peraturan yang sering kali hanya 
mewakili kepentingan kelompok 
masyarakat tertentu. Akibatnya perlakuan 
yang sama dihadapan hukum tidak dengan 
sendirinya dapat terwujud walaupun telah 
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 
contoh dapat dilihat, lembaga peradilan 
sebagai tempat rakyat mencari keadilan 
ternyata belum mampu memberikan 
keadilan secara utuh kepada para pencari 
keadilan.  
“Dengan tidak bermaksud 
meniadakan faktor yuridis, putusan hakim 
sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor 
ekonomi, tingkat kecerdasan intelektual, 
tingkat kecerdasan emosional, tingkat 
kecerdasan rohani, pemahaman dan 
keyakinan pada agama dan visi serta misi 
yang dimaksud dalam melaksanakan tugas 
kehakimannya”. 
Bahkan bagi sebagian orang 
lembaga peradilan tidak sangat mudah 
untuk dapat diakses oleh pencari keadilan 
pada umumnya. Berikut ini beberapa faktor 
yang mengakibatkan lembaga peradilan 
tidak sangat mudah dapat diakses oleh 
pencari keadilan, yaitu: 
1. Formalitas legalitas yang teramat kaku. 
2. Tingkat pengetahuan masyarakat yang 
tidak memadai terhadap hukum acara. 
3. Membosankan dan terlalu bertele-tele. 
4. Hasil yang diharapkan tidak sebanding 
dengan penegakan keadilan. 
5. Biaya relatif tidak murah bagi 
kebanyakan orang. 
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Lembaga peradilan yang 
seharusnya menjadi benteng terakhir (last 
fortress) untuk mendapat keadilan sering 
tidak mampu memberikan keadilan yang 
didambakan. Akibatnya, “rasa hormat dan 
kepercayaan terhadap lembaga peradilan 
nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal 
mungkin orang tidak menyerahkan 
persoalan hukum ke pengadilan”. 
Kekecewaan terhadap badan peradilan juga 
sangat dirasakan oleh masyarakat ketika 
dipertontonkan oknum pejabat korup yang 
diadili hanya dengan “hukuman ringan”. 
Bila dibiarkan warga negara yang 
mencari keadilan terhalang hanya karena 
formalitas, tidak jelas dan kabur, hal 
tersebut berarti “negara telah memisahkan 
primary rule dan secondary rule”.  Dengan 
begitu “keadilan tidak akan tercapai hanya 
karena aparatur dalam proses pendahuluan 
telah menjadi barrier”. Berbagai usaha 
yang bertujuan untuk mendesain peradilan 
agar lebih efektif dan efisien dalam 
mewujudkan keadilan telah banyak 
dilakukan, tetapi sampai dengan sekarang 
belum membuahkan hasil yang sangat 
memuaskan. 
Kritik tajam yang dialamatkan 
kepada pengadilan terutama setelah era 
1980, meliputi antara lain: 
1. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit 
kronis yang diderita dan menjangkiti 
semua badan peradilan dalam segala 
tingkat peradilan di seluruh dunia: 
a. Penyelesaian sangat lambat atau 
buang waktu (waste the time). 
b. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem 
pemeriksaannya, sangat formalistis 
(very formalistic) dan juga sangat 
teknis (very technical). 
2. Biaya perkara mahal, pada dasarnya 
biaya berperkara mahal, dan biaya ini 
semakin mahal sehubungan dengan 
lamanya biaya yang dikeluarkan.  
Untuk mengakses lembaga 
peradilan dibutuhkan biaya yang tidak 
sedikit serta membutuhkan pengetahuan 
yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi 
semua golongan masyarakat Indonesia 
terhambat sehingga muncul perbedaan 
kedudukan dan perlindungan hukum dalam 
prakteknya.Penyelenggaraan keadilan 
secara benar kepada semua warga negara 
merupakan upaya untuk memenuhi dan 
sekaligus sebagai implementasi negara 
hukum yang mengakui dan melindungi 
serta menjamin hak asasi warga negara 
akan kebutuhan terhadap akses keadilan 
(access to justice) dan kesamaan di hadapan 
hukum (equality before the law). 
 
3.2. Prosedur Yang Adil 
Hukum dan penegakan hukum 
merupakan bagian yang tidak bisa 
diabaikan begitu saja, jika diabaikan akan 
menyebabkan tidak tercapainya penegakan 
hukum yang diharapkan. Pada hakikatnya 
eksistensi penegakan hukum di Indonesia 
adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni 
kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. 
Tujuan utama hukum adalah untuk 
mewujudkan ketertiban (order). Tujuan ini 
sejalan dengan fungsi utama hukum yang 
bersifat mengatur, memaksa dan 
memberikan sanksi. Ketertiban merupakan 
syarat mendasar yang sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat. “Ketertiban adalah tujuan 
pokok dan pertama daripada segala 
hukum”. 
Penganut paradigma hukum alam 
berpendapat tujuan hukum untuk 
mewujudkan “keadilan”. Menurut 
Aristoteles, kriteria keadilan dalam 
penafsiran hukum adalah epikeia, yaitu 
suatu rasa apa yang pantas. Dalam 
perkembangannya keadilan bukanlah satu-
satunya kata yang digunakan dalam 
mewujudkan tujuan hukum. Dalam negara 
hukum modern (welfare state) tujuan 
hukum adalah untuk mewujudkan 
“kesejahteraan”. 
Untuk mencapai hasil yang adil 
dalam menyelesaikan sengketa haruslah 
ditetapkan prosedur atau cara yang adil (just 
procedures). Ada dua aspek untuk 
mencapai penegakan hukum yang adil, 
yaitu tata cara yang adil (procedure justice) 
dan isi atau hasil yang adil (substantive 
justice). Penegakan hukum sebagai sarana 
untuk mewujudkan ketertiban dan 
keadilanmerupakan sesuatu hal yang mutlak 
dilakukan, namun dalam aplikasinya proses 
penegakan hukum senantiasa berbenturan 
dengan kepentingan-kepentingan lainnya. 
Gangguan dalam penegakan hukum akan 
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terjadi apabila kemudian tidak terdapat 
keserasian antara kaidah hukum dengan 
perilaku manusia. Dalam konteks yang 
demikian dibutuhkan peran yang nyata dan 
tidak memihak dari aparat penegak hukum 
dalam menegakkan hukum demi 
terwujudnya keadilan. 
Guna mewujudkan rule of the law 
dibutuhkan hak yang sama bagi setiap 
orang dihadapan hukum. Melalui 
persamaan hak dihadapan hukum (equality 
before the law), semua orang dari yang 
kaya sampai yang miskin, dari yang 
bermartabat sampai dengan yang tidak 
bermartabat, dan dari yang lengkap fisik 
dan fsikisnya maupun yang tidak lengkap 
fisik dan fsikisnya memiliki hak yang sama 
dihadapan hukum tanpa ada kecuali dalam 
menggapai keadilan (acces to 
justice).Persamaan dihadapan hukum atau 
equality before the law adalah salah satu 
asas terpenting dalam hukum modern, dan 
asas ini merupakan prasyarat sebuah negara 
hukum. Persamaan dihadapan hukum 
menjadi salah satu doktrin hukum dalam 
rule of law yang juga menyebar pada 
negara-negara berkembang seperti 
Indonesia.  
Persamaan dihadapan hukum harus 
dimaknai secara dinamis dan tidak 
dimaknai secara statis.  Artinya, kalau ada 
persamaan dihadapan hukum maka harus 
diimbangi dengan perbuatan yang berupa 
persamaan perlakuan (equal treatment) bagi 
semua orang. Jika kemudian datang para 
pihak yang bersengketa ke hadapan hakim, 
maka hakim harus memperlakukan sama 
terhadap mereka (audi et alteram partem) 
sekalipun yang datang tersebut seorang 
jenderal dan seorang petani miskin. Jika 
kemudian hakim sudah bertindak tidak 
melakukan perlakuan yang sama terhadap 
mereka, berarti hakim yang bersangkutan 
tidak lagi mewujudkan badan peradilan 
sebagai benteng terakhir tertip hukum (the 
last bastion of legal order). 
Dengan adanya penegakan hukum 
dan persamaan dihadapan hukum yang 
dimaknai secara dinamis, berarti jaminan 
untuk memperoleh keadilan (access to 
justice) bagi semua orang tanpa 
memperdulikan latar belakang para pihak 
yang bersengketa sehingga kebenaran dan 
keadilan (truth and justice) serta hukum 
sebagai agent of change dapat terwujud 
secara pasti. 
4. KESIMPULAN 
Sebagai sebuah negara yang 
menganut paham konstitusi, Indonesia telah 
menempatkan diri sebagai negara hukum 
(rechstaat) dan bukanlah negara atas 
kekuasaan belaka (machstaat).Bukan 
negara lain yang ingin dibangun Indonesia, 
melainkan negara hukum.Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengilhami 
persamaan hak dihadapan hukum bagi 
segenap lapisan masyarakat Indonesia 
untuk mendapatkan keadilan.  
Guna mengimplementasikan negara 
hukum dan melindungi segenap lapisan 
masyarakat keadilan harus dijalankan 
secara utuh tanpa membedakan latar 
belakang personal yang bersangkutan. 
Lahirnya peradilan yang agung dalam 
mewujudkan keadilan merupakan political 
will negara untuk mewujudkan persamaan 
perlakuan dihadapan hukum. Peradilan 
yang agung merupakan pedang keadilan 
dalam memposisikan persamaan hak 
dihadapan hukum (equality before the law) 
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